































































































PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM 
PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF  




Narkotika merupakan suatu zat atau obat-obatan yang berbahaya apabila 
dikonsumsi masyarakat tanpa adanya rekomendasi dan pengawasan dari pihak 
medis. Penggunaan narkotika secara terlarang dapat menimbulkan sakaw, 
kecanduan, tak sadarkan diri hingga dapat berujungnya kematian. Selain itu 
melakukan peredaran narkotika secara terlarang juga dilarang oleh Undang-
undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara dan 
rehabilitasi bagi pecandu atau pengguna. Pada di bawah wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Karanganyar, sering terjadi adanya kejahatan tindak pidana 
narkotika, sehingga perlu adanya penegakan hukum yang tegas agar dapat 
meminimalisir dan mencegah kejahatan tindak pidana narkotika terulang kembali. 
Perlu adanya kerja sama antar penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, 
Pengadilan Negeri, dan Advokat sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-
masing. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap penegakan 
hukum tindak pidana narkotika hendaknya aparat penegak hukum harus benar-
benar memahami keadaan fakta secara hukum tersangka atau terdakwa yang 
tertangkap sebagai pengedar, penyalahguna, hingga pecandu. Untuk dapat 
mengategorikan status tersangka atau terdakwa pengedar atau penyalahguna, 
hendaknya dalam menerapkan hukuman yang diberikan tidak hanya berpatokan 
pada peraturan saja, namun juga perlu adanya terobosan hukum dengan 
penggunaan pendekatan hukum progresif. Sifat dari hukum progresif merupakan 
hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga tokoh sentral 
utamanya adalah manusia, dengan begitu aparat penegak hukum dalam 
menerapkan hukuman tidak hanya membaca peraturan secara datar saja, tetapi 
juga menemukan makna dan nilai yang ada di dalamnya. Sehingga dengan 
demikian dapat menciptakan keadilan substantif di dalamnya, dan tersangka atau 
terdakwa benar-benar mendapatkan hukuman sesuai kategori masing-masing 
sebagai pengedar atau penyalahguna.   
 




Narcotics are substances or drugs referred medically to any psychoactive 
compound with sleep inducing properties. They are dangerous to be used without 
prescription and/or supervision from the medical party. Illegal use of these can 
lead to addiction, seizures, stupor, and even death. Besides, narcotics trafficking 
is also illegal as regulated in Act No. 35 of 2009 on Narcotic. It could result in 
jail time and rehabilitation for illegal drugs use. There are numerous drugs crime 
under the jurisdiction of Karanganyar District Court. Hence, fierce law 
enforcement is needed to decrease and prevent it happen again. Collaboration 
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between law enforcer such as Police, Prosecutor, District Court, and Advocate 
are essential according to their own obligation. Law enforcer are hopefully able 
to comprehend the legal facts of suspect or defendant which is caught as drugs 
dealer, illegal user, even drugs addicts. Hopefully, their acts are not only based 
on the legislation but also legal breakthrough with progressive legal approach to 
categorize the status of suspect or defendant as drugs dealer or illegal user. The 
nature of progressive law is that law are meant for human, not the opposite, so 
that the central character is human. Hence, in implementing the law, law enforcer 
are not only reading the legislation plainly, but also finding the value and the 
meaning of it. Only then substantive justice can be created. The suspect or 
defendant can receive their penalty based on the category of drug dealer or drug 
addicts. 
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1. PENDAHULUAN 
Perkembangan narkotika dan psikotropika di Indonesia secara historis 
sebenarnya diawali dengan perkembangan peredaran narkotika yang diatur 
dalam Verdovende Middelen Ordonantie (Staatblad No 278 jo No 536). 1 
Dalam kehidupan bermasyarakat aturan ini lebih dikenal dengan sebutan 
peraturan obat bius. Aturan perundangan tersebut dianggap tidak dapat 
mengikuti perkembangan lalu lintas dan alat transportasi yang mendorong 
terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkotika ke Indonesia. 2  
Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk 
dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, terjadinya 
fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menuntut perlunya 
tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 
psikotropika dan narkotika tersebut.3  Pengertian narkotika sendiri menurut UU 
No 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, atau bukan 
dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga 
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di 
bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran 
undang-undang ini. Penggunaan narkotika dilarang keras karena dapat 
                                                            




memberikan efek yang tidak baik terhadap kesehatan seperti halusinasi yang 
berlebihan, bahkan ketika digunakan dalam jangka waktu yang lama maka 
akan dapat menyebabkan ketergantungan hingga dapat mengakibatkan 
kematian. Jenis-jenis narkotika sangat lah banyak seperi heroin, ganja, ekstasi, 
sabu-sabu dan amphetamine.4 Heroin merupakan obat terlarang yang sangat 
keras dengan zat adiktif tinggi dan dapat berbentuk butiran tepung atau cairan.5 
Heroin ini menyebabkan ketergantungan baik secara fisik maupun mental 
sehingga usaha mengurangi pemakaian menimbulkan rasa sakit dan kejang bila 
dihentikan.6 Sabu-sabu berbentuk kristal dan tidak berbau serta tidak berwarna 
sehingga memiliki efek yang sangat kuat terhadap jaringan saraf dan dapat 
menyebabkan peradangan pada otot hati dan kematian. 7  Amphetamine 
berbentuk pil, kapsul atau tepung yang dapat mengakibatkan suasana hati 
pemakai berubah seperti tingkah laku yang kasar, penurunan berat badan, 
penampilan kurang tidur, tekanan darah tinggi dan denyut jantung tak 
beraturan.8Para pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan UU No 35 Tahun 
2009 terdiri dari  beberapa macam seperti penyalah guna narkotika dan 
permufakatan jahat. Menurut Pasal 1 ayat 15 Penyalahguna Narkotika adalah 
orang yang menggunakan tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai 
permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 ayat 18 adalah  perbuatan 2 orang atau 
lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, 
membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, 
memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika, atau 
mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.  
Maksud penjelasan dari penyalah guna narkotika adalah bahwa setiap 
orang yang tanpa izin dari pihak yang berwenang seperti medis menggunakan 
narkotika untuk dikonsumsi sendiri dapat dijatuhi pidana. Karena dalam hal ini 
                                                            
4 P Tommy Y.Suyasa dan Farida Wijaya, 2006, Resiliensi  Dan Sikap Terhadap Penyalahgunaan 
Zat ( Studi Pada Remaja), Dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara Jakarta, diakses 
pada PTYS Suyasa, F Wijaya - Jurnal Psikologi Vol, 2006 - academia.edu, Tanggal 28 Mei 2017, 
Pukul 22.22 WIB.  
5 Ibid.,  
6 Ibid.,  
7 Ibid.,  
8 Ibid., 
4 
orang yang berwenang menggunakan barang tersebut yakni dalam hal 
pengobatan yang dilakukan oleh pihak medis, serta sebagai sarana ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Sementara itu penjelasan mengenai permufakatan 
jahat sudah jelas bahwa orang yang tanpa hak dan tanpa memiliki kewenangan 
mengedarkan, membuat narkotika dapat dikenai pidana narkotika ini.  
Pengadilan Negeri Karanganyar pada tahun 2015 menerima kasus 
narkotika sebanyak 30 perkara, tahun 2016 29 perkara, serta pada tahun 2017 
sebanyak 38 perkara yang telah diputus sebagaimana sumber data dari Web 
Site Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Karanganyar. Pada setiap kasus 
tindak pidana narkotika yang disidangkan pada Pengadilan Negeri 
Karanganyar ini rata-rata usia terdakwa bervariasi pada tahun 2015 usia yang 
paling muda yakni 20 tahun dan paling tua 43 tahun, tahun 2016 terendah 25 
tahun dan tertinggi 55 tahun serta tahun 2017  dari bulan Januari hingga April 
terendah 23 tahun dan tertinggi 55 tahun dengan rata-rata pelaku adalah pria 
dan 1 wanita. Sebagaimana sumber data tersebut di atas, angka kejahatan 
tindak pidana narkotika cukup tinggi. Pada pemerintahan Joko widodo, pelaku 
tindak pidana narkotika kelas kakap banyak yang mendapatkan hukuman mati. 
Mantan Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim menilai kebijakan hukuman mati 
akan dipertahankan pemerintahan Presiden Joko widodo sebagai cara dalam 
mengatasi tingginya kasus tindak pidana narkotika, tak heran selama 3 tahun 
pemerintah berjalan sudah 18 orang di eksekusi.9  
Nampaknya walaupun Presiden Joko Widodo telah menetapkan 
kebijakan hukuman mati bagi para tersangka kejahatan tindak pidana 
narkotika, tidak dapat memberikan ketakutan tersendiri bagi tersangka. Bahkan 
ketika tersangka telah dinyatakan bersalah dan dihukum penjara masih dapat 
melakukan peredarannya. Berdasarkan survei dan hasil investigasi Badan 
Nasional dan Narkotika, (BNN) sekitar 60% peredaran narkotika di Indonesia 
dikendalikan dari balik Lapas.10 Dengan demikian maka dapat diamati bahwa 
                                                            
9 Kompas.com, Jumat 29 Desember 2017, 19.26 WIB: Eksesui Mati di Era Jokowi Lebih Banyak 
Daripada Era SBY dalam http://nasional.kompas.com/read/2017/10/08/20283771/komnas-ham-
eksekusi-mati-di-era-jokowi-lebih-banyak-daripada-era-sby 
10 Monika Suhayati, Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan, Jurnal Hukum, 
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ternyata putusan hakim yang diterapkan kepada terdakwa belum memiliki efek 
jera dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika. 
Penegakan hukum (Law Enforcement) dalam arti luas mencakup 
kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan 
tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang 
dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui 
prosedure arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternatife 
despute or conflicts resolution). 11   Dalam arti sempit, penegakan hukum 
menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau 
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih 
sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat 
kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan peradilan.12 
Pada penegakan hukum tindak pidana narkotika di bawah wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Karanganyar seperti kepolisian dalam melakukan 
penangkapan masih sering terjadi adanya tersangka yang berhasil melarikan 
diri, sehingga ketika persidangan dimulai, berimbas pada fakta hukum yang 
terjadi tidak dapat terurai secara jelas sehingga berpengaruh pada majelis 
hakim menerapkan hukuman bagi tersangka dan terdakwa. Sebagai contoh 
yang sering terjadi di persidangan adalah ketika terdakwa sebenarnya sebagai 
penyalahguna atau pemakai sabu-sabu, bersama orang lain. Namun saat terjadi 
penangkapan yang tertangkap hanya 1 atau 2 orang saja dan pihak yang lain 
berhasil melarikan diri. Hal yang demikian pada faktanya membuat terdakwa 
dapat terkena hukuman sebagai pihak yang mengedarkan atau menguasai 
karena adanya pihak yang berhasil melarikan diri, sehingga pembuktian untuk 
mengonsumsi narkotika tidak terbukti. Selain itu bunyi hukuman yang ada 
pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 
muti tafsir seperti Pasal 112 yang berbunyi 
                                                                                                                                                                  
Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, 
No. 08/II/P3DI/April/2015, Hal 1-2 
11Jimmly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Konstitusi 
Press, hal. 386.  
12 Ibid.,  
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Setiap orang yang tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan 
tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 dan paling banyak Rp 
8.000.000.000,00 
Hal tersebut, sebenarnya orang yang akan mengonsumsi narkotika pun pasti 
semua berawal dari memiliki, menyimpan, menguasai dapat terkena hukuman 
sebagai pengedar. Padahal untuk mengenai sebagai penyalahguna atau pemakai 
terdapat yang mengatur yakni  
Pasal 127 ayat 1 berbunyi setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 
bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 
 Fenomena tersebut tentunya dapat menciptakan adanya ketidakpastian 
hukum sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 
ayat 1 huruf D yakni Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum. 
Untuk menanggulangi hal tersebut, maka sebaiknya dalam penegakan 
hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penegak hukum 
khususnya Majelis Hakim, perlu adanya terobosan saat menerapkan hukuman, 
sehingga dapat meminimalisir kejahatan tindak pidana narkotika. Menurut 
Bernard L Tanya, pada buku yang bertemakan Hukum Progresif persepektif 
moral dan kritis yakni hukum progresif merupakan cara berhukum yang 
didasarkan pada kepedulian yang tidak kunjung henti untuk mendorong hukum  
memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada bangsanya.13 Dalam 
hal ini para penegak hukum, dalam menegakkan hukum tidak selalu tertuju 
pada undang-undang yang telah ada, namun juga harus lebih menggali dari 
fakta hukum yang ada, dengan menggunakan aspek sosial masyarakat yang 
selalu berkembang. Hukum progresif mendasarkan diri dari krisis fungsi dan 
                                                            
13 Moh Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L.Tanya, Anton F Susanto, 2013, 
Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media, hal. 39.  
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legitimasi cara berhukum status quo (yang mengedepankan rules dan 
tekstual).14  
Hukum progresif mendasarkan diri pada sejumlah postulat 
progresivisme, antara lain: (i) hukum untuk manusia, bukan sebaliknya,(ii) pro 
rakyat dan keadilan, hukum itu harus berpihak kepada rakyat, dan keadilan 
harus didudukkan diatas peraturan, (iii) hukum progresif mengantarkan 
manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, (iv) hukum progresif 
menekankan pada hidup baik sebagai dasar hukum berhukum, (v) hukum 
progresif, berwatak responsif, yakni hukum selalu dikaitkan dengan tujuan 
diluar narasi tekstual hukum itu sendiri, (vi) hukum yang berhati nurani, (viii) 
hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual, yakni usaha mencari 
kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.15  Apabila hal ini dilakukan 
tentunya dapat berpengaruh positif saat Majelis Hakim menerapkan hukuman 
bagi terdakwa sesuai dengan kategori sebagai penyalahguna atau pengedar. 
Dengan penerapan hukuman yang tepat setidaknya juga dapat turut membantu 
bagi terdakwa yang memiliki kategori sebagai penyalahguna untuk sembuh 
dari kecanduan narkotika tersebut melalui rehabilitasi, sedangkan sebagai 
pengedar dapat merasakan efek jera yang dirasakan melalui pidana penjara. 
Adapun fokus penelitian ini ditujukan rumusan masalah mengenai: (1). 
Bagaimanakah gambaran penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika 
di Pengadilan Negeri Karanganyar? (2). Bagaimanakah konsep penegakan 
hukum tindak pidana narkotika dengan pendekatan hukum progresif? 
2. METODE 
Metode penelitian ini menggunakan dengan metode pendekatan yang 
digunakan oleh penulis yakni menggunakan pendekatan yuridis empiris. 
Yuridis empiris (terapan) berarti mengkaji pelaksanaan atau implementasi 
ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual 
pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna 
mencapai tujuan yang telah ditentukan, atau melakukan penjelasan atas 
                                                            
14 Ibid., hal.39.  
15 Ibid., hal.40.  
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masalah yang diteliti dan hasil penelitian yang diperoleh yang berhubungan 
dengan aspek hukum serta mencoba menjelajahi realitas empiris dalam 
masyarakat.16  Hasil penelitian ini akan mengungkap pola dan langkah yang 
tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan penegakan hukum (Law 
Enforcement). 17  Dengan penelitian akan diketahui pula secara jelas 
permasalahan-permasalahan dan fenomena hukum yang terjadi dalam 
masyarakat, sehingga dapat menerapkan  policy penegakan hukum yang baik.18 
Dalam penelitian ini, memiliki kaitan mengenai penegakan hukum tindak 
pidana narkotika studi di Pengadilan Negeri Karanganyar sebagaimana 
Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga dalam 
penegakan hukum tindak pidana narkotika tersebut, nantinya akan 
dihubungkan pada perspektif hukum progresif mengenai pandangan oleh para 
penegak hukum serta cara penanganannya.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif. 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan 
tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.19 Biasanya dalam 
penelitian ini, penulis sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang 
berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. 20  Mengenai 
penelitian ini penulis akan memberikan gambaran terhadap bentuk penegakan 
hukum tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Karanganyar. Setelah itu 
penulis akan menghubungkan penegakan hukum tindak pidana narkotika 
tersebut dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini dilakukan di kantor 
instansi Pengadilan Negeri Karanganyar, Kejaksaan Negeri Karanganyar, dan 
Kepolisian Resort Karanganyar. Lokasi penelitian ini dipilih oleh penulis 
karena lokasi sangat mudah dijangkau oleh penulis.  
                                                            
16Abdul Charis, 2017, Tesis Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup di Kawasan 
Industri Berbasis Peningkatan Sustainable Development di Kota Semarang, Magister Ilmu Hukum 
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 59.  
17 Suratman, Phillip Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta, hal. 44.  
18 Ibid.,  
19 Ibid.,  
20 Ibid.,  
9 
Penelitian ini menggunakan jenis data meliputi (a) Data Primer yakni 
adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis di lapangan. Cara perolehan 
data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan 
(observasi), wawancara, maupun penyebaran kuesioner.21 Data di lapangan ini 
diperoleh melalui wawancara kepada para penegak hukum yakni Hakim 
Pengadilan Negeri Karanganyar, Jaksa Kejaksaan Negeri Karanganyar, dan 
anggota Satuan Narkotika Polres Karanganyar (b) Data Sekunder Data 
sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, mencakup pertama 
yaitu (a) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,(b) Undang-
Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, (c) Surat Edaran Mahkamah 
Agung No 4 Tahun 2010, (d) Surat Edaran Jaksa Agung No 13 Tahun 2011,(e) 
Peraturan Jaksa Agung No 36 Tahun 2011, (f) UUD 1945, (g) Putusan Hakim. 
Bahan hukum sekunder (a) Rancangan undang-undang, (b)Hasil penelitian atau 
pendapat pakar hukum.22 Bahan hukum tersier: Bahan hukum tersier adalah 
bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan 
hukum primer dan sekunder, sebagai contoh yakni kamus hukum, ensiklopedia 
dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang baru dan berkaitan erat dengan 
permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan dipilih harus relevan dan 
mutakir.23 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Gambaran Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika 
Pada tahapan di kepolisian dalam melakukan penangkapan tersangka 
tindak pidana narkotika dengan melalui beberapa metode seperti pengintaian 
dan penyamaran. Pada penelitian ini terdapat beberapa perkara yakni atas 
nama Yari Handoko Als Yari Bin Sudarno dan tersangka 2 bernama Pambudi 
Aji Sasmito Als Pambudi Bin Sulomo 14 November 2016, berawal dari 
informasi masyarakat. Mereka ditangkap saat melakukan pencarian sabu-sabu 
                                                            
21 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, hal 2.  
22 Amirudin, dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, hal. 134-135. 
23 Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 
117.  
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di wilayah colomadu di bawah pohon mangga. Dalam hal ini polisi 
menemukan barang bukti sabu 0,864 gram tertanam di bawah pohon mangga. 
Sementara itu pihak yang menyuruh untuk mengambil sabu-sabu di daerah 
tersebut berhasil melarikan diri. Sementara itu pada perkara lain atas nama 
tersangka Much Nasirudin Als Nasir Bin Machfued. Tersangka ditangkap 
ketika akan menyerahkan barang kepada Rahmad yang berhasil melarikan diri 
saat akan di tangkap di daerah Kebakkramat dengan barang bukti 3 paket sabu 
seberat 0,47 gram,0,24 gram dan 0,26 gram. Untuk terakhir adalah perkara 
narkotika yang dilakukan anak dibawah umur. Si anak dalam hal tertangkap di 
daerah Tawangmangu yang hendak memakai bersama-sama dengan teman 
lainnya. Ditemukan barang bukti di selipkan pada ikat pinggang dengan berat 
0,34 gram. 
Menurut Lawrence M Friedmann, berhasil atau tidaknya penegakan 
hukum itu tergantung pada substansi hukum, struktur hukum, atau pranata 
hukum dan budaya hukum.24 Mengenai substansi berarti berbicara mengenai 
produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistim hukum yang 
mencakup keputusan yang mereka keluarkan aturan baru yang mereka susun. 
Kedua mengenai struktur hukum atau pranata hukum dalam teori Lawrence M 
Friedman hal ini disebut sebagai sistim struktural yang menentukan bisa atau 
tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Dalam Undang-undang No 8 
Tahun 1981 tentang KUHAP unsur penegak hukum yang terdiri dari 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan LAPAS, kewenangan dari lembaga 
penegak hukum ini dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam 
melaksanakan tugasnya dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah dan pengaruh lain.  
Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak 
hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Walaupun bagusnya 
suatu aturan perundangan bila tidak didukung aparat penegak hukum yang 
                                                            
24  John Thamrun, 2016, Perselisihan Pra yudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana 
Terkait Perkara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 19.  
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baik maka keadilan akan menjadi angan-angan.25 Ketiga mengenai budaya 
hukuman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistim hukum 
kepercayaan niat, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana 
pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum 
digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum yang baik dan 
dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai mengenai hukum selama ini. 
Secara umum sebenarnya bekerjanya hukum yang efektif dapat dinilai dari 
bentuk kepatuhan hukumnya itu sendiri. Dengan demikian baik substansi 
hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum saling terkait antara satu 
dengan yang lain dan tak dapat dipisahkan yang dapat menyebabkan dalam 
pelaksanaanya di antara ketiga tersebut, tercipta hubungan yang saling 
mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tenteram dan damai.26    
Selain 3 komponen di atas mengenai berhasil tidaknya penegakan 
hukum dalam perkembangannya Lawrence M Friedment menemukan 1 
komponen lagi, yakni dampak hukum, disini mengandung arti perilaku yang 
secara kausal terkait dengan peraturan dan perintah, terlepas dari apa yang ada 
dalam benak si pembuat aturan.27 Pengukuran dampak adalah hal yang sulit, 
pertama ada persoalan mengenai sebab akibat. Bagaimana bisa tahu bahwa 
suatu peraturan mempengaruhi perilaku, dan persoalan yang paling akut 
terdapat pada hukum yang tertanam di kesadaran nurani suatu masyarakat.28  
Dengan demikian problemnya adalah bagaimana memisahkan berbagai jalur 
perilaku, menentukan bagian yang tepat bagi norma dan institusi hukum, adat, 
kebiasaan, kesadaran nurani, dan tekanan kekuatan sosial yang lainnya.  
Setidaknya ukuran dampak tersebut dapat dilihat melalui, pertama peraturan 
itu sendiri harus menghendaki perilaku yang mudah dilihat atau diamati. 
Kedua, kita harus mampu memisahkan perilaku ini dari apa yang mungkin 
terjadi bila tidak ada hukum.29 Selain itu setidaknya terdapat 3 kondisi yang 
                                                            
25 Ibid.,hal.19.  
26 Ibid.,  
27 Lawrence M Friedment, 2009, Sistim Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Bandung, Penerbit Nusa 
Media, Hal. 64.  
28 Ibid.,  
29 Ibid., 
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harus dipenuhi yakni peraturan atau norma, harus dapat dikomunikasikan 
kepada subjek. Kedua, subjek harus mampu melaksanakan, atau bila tidak, 
mereka tidak melaksanakannya. Ketiga, subjek harus memiliki dorongan 
untuk menjalankannya berangkat dari keinginan, rasa takut, atau motif 
lainnya. 30  Dengan munculnya komponen dampak hukum ini, sebenarnya 
akibat dari suatu keputusan hukum, yang berkaitan dengan adanya budaya 
hukum.        
Menurut Bapak Harno Selaku Kasat Narkoba Polres Karanganyar 
kendala yang terjadi saat melakukan penangkapan adalah bahwa sistim tindak 
pidana narkotika bersifat jaringan terputus, sehingga apabila terdapat pihak 
yang tertangkap, maka jaringan lain segera melarikan diri dan menghilangkan 
jejaknya. Dalam melakukan pencegahan tindak pidana narkotika, kepolisian 
memiliki metode yakni upaya represif, preventif, dan preemptif.  
Pada tahapan di tingkat kejaksaan tersangka atas nama Yari Handoko 
Als Yari Bin Sudarno dan tersangka 2 bernama Pambudi Aji Sasmito Als 
Pambudi Bin Sulomo didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif yakni 
pasal pertama adalah Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, 
kedua Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, ketiga Pasal 127 
ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Pada hal ini Jaksa Penuntut Umum 
lebih memilih menuntut dengan menggunakan Pasal 127 ayat 1 Undang-
Undang No 35 Tahun 2009 yakni sebagai penyalaguna, dengan petimbangan 
bahwa terdakwa mencari sabu-sabu tersebut dikonsumsi sendiri serta terdapat 
adanya bukti urine yang positif. Untuk perkara atas nama Much Nasirudin 
Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan menggunakan subsidaritas yakni 
Pasal Primer 114 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Pasal Subsidair 
112 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Pasal lebih Subsidair 127 
Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Dari ketiga dakwaan yang disangkakan 
Penuntut umum menuntut dengan menggunakan Pasal 112 ayat 1 Undang-
undang Narkotika. Pertimbangan dari penuntut umum adalah sabu-sabu 




sebenaranya terdakwa hanya disuruh oleh Rahmad (DPO) namun, rahmad 
berhasil melarikan diri sehingga keterangan tersebut tidak memiliki bukti yang 
kuat. Untuk perkara yang terakhir adalah yang dilakukan oleh anak dibawah 
umur.  Jaksa Penuntut Umum mendakwa menggunakan dakwaan alternatif 
yakni Pasal 112 ayat 1 jo 132 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 atau 
Pasal 127 ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 2009. Dalam hal ini 
memberikan tuntutan menggunakan Pidana tindakan berupa perawatan di 
Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu Balai 
Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) di Beran Tirtadi 
Sleman Yogyakarta selama satu tahun. 
Pada tingkat di Pengadilan perkara atas nama Handoko Als Yari Bin 
Sudarno dan tersangka 2 bernama Pambudi Aji Sasmito Als Pambudi Bin 
Sulomo oleh Majelis Hakim diputus dengan menggunakan Pasal 132 Jo Pasal 
112 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni 
Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai 
Narkotika Golongan 1 Bukan tanaman. 
Dengan hukuman 4 tahun dan denda sebesar Rp 800.000,00 apabila 
tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan . Dengan 
adanya putusan tersebut penasehat hukum terdakwa melakukan upaya hukum 
banding. Namun oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah putusan hakim tingkat 
pertama dikuatkan atas dasar tidak adanya bukti baru. Setelah itu dilakukan 
upaya hukum kasasi dan akhirnya putusan Mahkamah Agung memvonis para 
terdakwa dengan Pasal 127 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 selama 2 Tahun. 
Untuk mengenai perkara atas nama Much Nasirudin majelis hakim 
memberikan putusan menggunakan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No 35 
Tahun 2009 dengan penjara 4 tahun dengan pertimbangan, bahwa terdakwa 
terbukti menguasai narkotika sabu-sabu yang hendak akan digunakan dengan 
tersangka yang masih DPO. Sementara itu pada perkara anak, dipimpin oleh 
hakim tunggal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak dengan pidana 
tindakan berupa perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial 
(LPKS) yaitu Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) di 
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Beran Tridadi Sleman Yogyakarta selama 1 tahun. Hukuman yang dijatuhkan 
oleh hakim tunggal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut 
sebagai pilihan hukuman yang bijaksana dan adil. Absori menjelaskan 
disinilah akan memperoleh cara pandang terhadap penyelesaian kasus yang 
tadinya sengketa dianggap habis-habisan (zero sum) berubah kearah bahwa 
penyelesaian sengketa adalah sama-sama win-win solution, mengingat juga 
terhadap perlakuan anak berbeda dengan orang yang telah dewasa.31  
Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad 
Nafis selaku Majelis Hakim mengatakan bahwa dalam Undang-Undang 
Narkotika memang terdapat pasal yang multitafsir dalam melakukan 
penjatuhan putusan, majelis hakim dalam hal ini hanya sebagai pelaksana 
undang-undang saja, sehingga makna kepastian hukum berada penjatuhan 
hukuman, apabila terdakwa merasa dirugikan masih dapat adanya upaya 
hukum banding hingga kasasi. 
3.2 Konsep Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Dalam Pendekatan 
Hukum Progresif 
Berdasarkan dari gambaran penegakan hukum tindak pidana narkotika, 
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diatas, maka sebenarnya dapat kita 
melihat. Dari ketiga perkara narkotika yang penulis dapatkan, maka bisa kita 
bayangkan bentuk penegakan hukum yang dilakukan masih berorientasi pada 
hukum formal. Analisis studi yang penulis dapatkan, menunjukkan bahwa 
dalam penegakan hukum yang terjadi pada tahap pengadilan masih belum 
berani keluar dari pendekatan secara teks Book, sehingga memahami hukum 
sebatas aturan sebagaimana tercantum pada tinta hitam di atas kertas putih 
semata. Satjipto Rahardjo  Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro 
merupakan tokoh yang gencar-gencarnya memberikan pemikiran mengenai 
pentingnya Hukum Progresif diberlakukan kepada para penegak hukum. 
Beliau sering kali mengatakan  bahwa hukum itu untuk manusia, bukan 
manusia untuk hukum. Sehingga hukum yang diberlakukan dan diterapkan 
                                                            
31  Absori, 2008, Model Penyelesaian Sengketa lingkungan melalui lembaga alternatif lain. 
Mimbar Hukum Vol 2 Nomor 2 Juni 2008. Hal 377. 
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kepada masyarakat dapat memberikan nilai-nilai keadilan. Pemahaman hukum 
menurut hukum progresif menegaskan “Hukum adalah suatu institusi yang 
bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera dan 
membuat bahagia”.32 Berangkat dari dua pokok penekanan hukum progresif 
yaitu: hukum merupakan institusi atau alat dan hukum memiliki tujuan agar 
adil, sejahtera dan bahagia. 33  Posisi manusia dalam definisi tersebut lebih 
menjadi tuan yang di layani oleh hukum agar dapat menikmati keadilan, 
kesejahteraan, dan kebahagiaan.34  
Dalam konsep Hukum Progresif, posisi manusia menjadi sentral utama 
dalam menilai hukum apakah benar dan baik atau kah sebaliknya. 
Implikasinya ketika manusia dalam setiap proses perkembangan selalu 
berubah sesuai dengan kebutuhan hidupnya maka hukum lah yang harus 
mengikuti perkembangan tersebut. 35  Maka dengan hal tersebut setidaknya 
penegak hukum khususnya hakim dalam memutus perkara hendaknya harus 
memulai mengupdate diri mengenai ilmu ilmu hukum yang mulai 
berkembang, serta kecerdasan spiritual harus dibangun sehingga dapat 
menghasilkan putusan yang bernuansa hukum progresif. Maksud dari 
kecerdasan spiritual adalah  bahwa kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi 
patokan (rule of bound), tetapi tidak hanya bersifat kontekstual, tapi ingin 
keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk mencari kebenaran makna atau 
nilai yang lebih dalam.36 
Mencari hukum dalam peraturan adalah menemukan makna dan nilai 
yang terkandung dalam peraturan dan tidak hanya membacanya secara 
“datar” begitu saja. Hukum bukan buku telfon yang hanya memuat daftar 
peraturan dan pasal, tetapi sesuatu yang syarat dengan makna dan nilai.37 
Membaca peraturan secara datar adalah memecahkan masalah dengan 
                                                            
32 Hwian Christianto, Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana, Mimbar Hukum, Vol 
23, No3, Oktober 2011, hal. 482.  
33 Ibid.,hal.482.  
34 Ibid.,hal.482.  
35 Ibid.,hal.482.  
36 Satjipto Rahardjo, 2012, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Kompas, hal. 17.  
37 Ibid., hal. 20.  
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menggunakan  kecerdasan rasional semata.38 Dalam melakukan penegakan 
hukum yang mendasarkan hukum progresif, agar dapat terwujud, yakni 
terdapat beberapa karakteristik yakni:39 
a. Menggunakan kecerdasan spiritual dengan tidak terkungkung atas cara-cara 
lama berdasarkan peraturan perundangan yang bersifat kaku, keras dan 
dingin apabila ternyata penggunaannya justru bertentangan dengan 
keadilan subtanstif. 
b. Melakukan permaknaan lebih mendalam terhadap bunyi peraturan 
perundangan sehingga hakim tidak terjebak pada black letter law dan hanya 
bertindak sebagai corong undang-undang. Permaknaan yang hanya 
mempertimbangkan aspek gramatical cenderung menyesatkan dan 
mendatangkan ketidakadilan di tengah masyarakat. 
c. Memiliki sikap peduli dan terlibat serta melakukan pemihakan terhadap 
kaum termaginalkan, lemah kurang mampu dengan cara mendorongnya 
untuk memperoleh akses kepada keadilan. 
Pendekatan hukum progresif, menempatkan paradigma manusia yang 
memperdulikan faktor perilaku.40  Pendekatan hukum progresif, hukum untuk 
manusia, sedang pada hukum praktis (prosedur) manusia untuk hukum dan 
logika hukum, sehingga untuk menerapkan pendekatan ini Hakim harus lebih 
cenderung kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan.41 Memahami 
hukum yang perlu dilakukan oleh majelis hakim hendaknya tidak cukup hanya 
menggunakan pendekatan analisis mekanik positifistik. Hal ini menyebabkan 
hukum yang telah direduksi melahirkan putusan normatif yang sangat 
sederhana. Kebenaran koherensi yang ditampilkan dalam teori hukum ini, 
antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis, managerial dan lain-lain bukan 
merupakan hukum sehingga atas antara order dan disorder dilihat secara 
hitam putih.42    
                                                            
38 Ibid., hal. 20.  
39 Suteki, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Jakarta, Thafa Media, hal. 190. 
40 Absori, Opcit, hal. 252.  
41 Ibid.,  
42 Absori, 2015, Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum, Seminar Nasional, 11 April 2015 di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 40. 
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Berdasarkan teori hukum Satjipto Rahardjo yang mengatakan hukum 
harus seiring sejalan dengan perkembangan masyarakat.43 Hukum progresif 
mengajak bangsa ini untuk meninjau kembali cara berhukum di masa lalu 
yang merupakan perpaduan dari berbagai  faktor sebagai unsur, antara lain 
misi hukum, paradigma yang digunakan, pengetahuan hukum, perundangan, 
penggunaan teori tertentu, sampai kepada hal yang bersifat keperilakuan serta 
psikologis, seperti tekad dan kepedulian, keberanian, determinasi, empati, 
serta rasa perasaan. 44  Dengan demikian menggunakan pendekatan hukum 
progresif ini bertujuan untuk melindungi kepentingan orang banyak, terutama 
bagi terdakwa tindak pidana narkotika, karena sifat pendekatan hukum 
progresif ini yakni hukum itu untuk manusia. Dengan demikian hukum 
diharapkan mampu selain untuk menyadarkan kesalahan yang telah diperbuat 
bagi terdakwa tindak pidana narkotika, juga dapat memulihkan lagi keadaan 
psikis yang telah ketergantungan dengan narkotika, dengan demikian tidak 
akan mengulangi perbuatan tersebut sehingga hal ini, dapat menekan 
kejahatan tindak pidana narkotika dikemudian hari. 
Dari hasil analisis studi yang telah digambarkan pada halaman 
sebelumnya, pada dasarnya penegakan hukum tindak pidana narkotika 
tersebut masih menggunakan tatanan hukum praktis. Terlebih saat 
dipersidangan, peran Penuntut Umum dalam menerapkan tuntutan terhadap 
perkara narkotika yang memiliki doktrin “komando”, oleh Kepala Kejaksaan 
Negeri selaku pimpinan. Tentu, hal yang demikian dapat berpotensi 
menimbulkan intervensi, sehingga mengakibatkan seorang penuntut umum 
tidak dapat melakukan penuntutan dengan nuraninya sendiri. Hal ini juga 
dibenarkan, oleh Hakim Bismar Siregar dalam bukunya yang berjudul “Hati 
Nurani Hakim dan Putusannya”, sebelum berprofesi sebagai hakim 
menurutnya profesi jaksa tidak sesuai dengan jiwa yang selalu mengutamakan 
hati nuraninya, karena di lingkungan kejaksaan dari atas ke bawah itu harus 
                                                            
43 John Thamrun, Opcit, hal. 103.  
44 Ibid.,hal.103  
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satu komando, satu prinsip.45  Bawahan tidak boleh menentang kebijaksanaan 
atasannya, dia harus patuh tanpa reserve kepada pimpinannya, tanpa harus 
melihat benar atau salah.46 Hal yang demikian merupakan cerminan dari aliran 
hukum positivisme yang saat kini masih digunakan di Indonesia. Aliran 
postivisme berangkat dari cara mengajarkan bahwa hukum bersifat mengatur, 
berlaku keseluruhan dan ditetapkan oleh otoritas penguasa negara. Di 
dalamnya terdapat pemisahan jurang antara norma/kebijakan dengan etika 
moral antara keadilan dan legalitas hukum.47 Hal ini lah yang menyebabkan 
kesemuanya diatur dalam peraturan perundangan sebagai wujud konstitusi 
nyata hukum postivisme juga dikenal sebagai legisme yang menyandingkan 
hukum dengan konstitusi tidak ada hukum diluar konstitusi satu-satunya 
sumber hukum adalah konstitusi.48 
Dari adanya gambaran hal tersebut, maka setidaknya peran Majelis 
Hakim sebagai wakil Tuhan, haruslah berperan besar dalam menentukan 
putusan yang adil, tentunya adil tidak hanya berkutat pada bunyi pasal yang 
disandingkan dengan fakta hukum saja, namun juga perlu adanya penggalian 
makna yang lebih dalam. Dalam artikelnya “Indonesia Butuh Keadilan 
Progresif”, Satjipto Rahardjo mengatakan kerusakan dan kemerosotan dalam 
pembaharuan melalui hukum modern disebabkan oleh permainan prosedur 
yang menyebabkan timbul pertanyaan” Apakah pengadilan itu tempat mencari 
keadilan atau kemenangan?. 49  Setidaknya peran Majelis Hakim dengan 
memiliki sifat progresif, diharapkan mampu mengakomodir bentuk penegakan 
hukum, di bawahnya seperti pada tahapan di kepolisian dan kejaksaan untuk 
mendongkrak citra penegakan hukum yang lebih baik.  
                                                            
45  Antonius Sudirman, 2007, Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari 
Perspektif Ilmu Hukum Perilaku ( Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar, 
Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 136.  
46 Ibid.,  
47 Absori, 2017, Transplantasi Nilai Moral Dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan 
(Perspektif Hukum Sistematik Charles Stamford), Prosiding Konferensi Nasional ke 6 Asosiasi 
Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiah (APPPTMA), Sulawesi 
Selatan,8-9 September. Hal 108. 
48 Absori, 2017, Morality and Law: Critics Upon H.L.A Harts Moral Paradigma Epistimology 
Basis Based onProphetic Paradigma. Jurnal Dinamika Hukum Vol.17 No 1, January 2017.Hal24. 
49 Absori, 2009, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Surakarta, Muhammadiyah 
University Press, hal. 173 
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Pada konsep kedepan, untuk mengatasi permasalahan yang telah 
penulis uraikan sebelumnya, maka langkah awal untuk mencetak penegak 
hukum bertipologi progresif adalah Pertama, mengenai sumber daya manusia 
dari para aparat penegak hukum pada institusi Hakim lembaga Yudikatif 
Mahkamah Agung dalam hal ini sebenarnya memiliki kewenangan yang 
penting, karena untuk mengangkat citra lembaga peradilan, yang memiliki 
kewenangan kekuasaan agar dapat melahirkan tipikal hakim progresif 
Model pembinaan melalui rekrutmen hakim contohnya seharusnya 
dilakukan lebih ketat lagi, dengan mempertimbangkan dari segi aspek 
kepribadian, tingkat keagamaan yang kuat, jenjang pendidikan sebaiknya 
diberlakukan minimal S2, dan kecerdasan intelektual (IQ) dengan standart 
yang telah di tentukan, serta kecerdasan spiritual (SQ) yang ada. Untuk 
mendukung pemahaman hakim menggunakan hukum progresif, konsep 
tersebut sebenarnya sebagai dasar membentuk karakter hakim dengan tipologi 
progresif.  
Kecerdasan spritual menurut Danah Zohar dan Ian Marshall adalah 
sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna (Value), yaitu 
kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dan kehidupan manusia 
dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya.50  Kecerdasan untuk menilai 
bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan 
dengan yang lain, sehingga SQ (kecerdasan spiritual) merupakan landasan 
yang diperlukan untuk memfungsikan IQ (kecerdasan intelegensi), dan EQ 
(kecerdasan emosional) secara efektif, bahkan SQ merupakan kecerdasan yang 
tertinggi.51 
Setelah terbentuknya kecerdasan spiritual yang ada, dari masing 
pribadi hakim selanjutnya perlu diarahkan pada pembinaan moral, seperri 
kejujuran, integritas, kepribadian layak dipercaya dan memiliki pandangan 
bahwa menjadi hakim merupakan tugas yang mulia. Memiliki pandangan 
bahwa menjadi hakim merupakan tugas yang mulia, diharapkan dapat 
                                                            
50 Op Cit, hal. 262.   
51 Ibid., hal.262. 
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terbentuk pada pola pikir masing-masing individu. Sifat tersebut memiliki 
peranan yang sangat penting, karena dengan demikian setiap menjalankan 
tugasnya sebagai hakim selalu mengingat bahwa dirinya adalah sebagai wakil 
Tuhan. Hal ini sesuai dengan amanat tugas hakim bahwa dalam menjatuhkan 
putusan berdasarkan kepada “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha 
Esa”.  
Mengenai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan untuk menjadi 
hakim penulis beranggapan sebaiknya berpendidikan minimal S2, karena pada 
faktanya di lapangan, yang nota bene kebanyakan lulusan dari S1, hanya 
mampu memahami hukum dalam konteks normatif bersifat text book. Bahkan 
menurut pengalaman penulis saat mewawancarai para penegak hukum, banyak 
yang bertanya-tanya mengenai apa itu penegakan hukum dalam pendekatan 
progresif.  Tentu apabila melihat dari fenomena tersebut, banyak yang belum 
memahami hukum progresif dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika 
khususnya.     
Paradigma hakim dalam menjatuhkan putusan yang progresif, 
sebaiknya harus dibenahi melalui masa-masa pendidikan calon hakim 
dilaksanakan. Asas kemanfaatan perlu lebih lagi ditekankan dengan 
menggunakan konsep hukum progresif, yang bertujuan hukum harus mampu 
menghadirkan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia dengan keadilan 
substantif bukan keadilan prosedural semata. 
Sementara itu mengenai bentuk konsep penegakan hukum dalam 
tingkat kejaksaan. Sistim dalam membuat dakwaan dan tuntutan dengan gaya 
kepemimpinan “komando” dari Kepala Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi 
dan Kejaksaan Agung terhadap penuntut umum, memang tidak dapat 
dihindari, agar dapat tercipta adanya bentuk tatanan yang baik, selaras atau 
sepemahaman untuk bertugas menegakkan hukum sebagaimana yang tertuang 
dalam  bentuk surat edaran jaksa agung dan peraturan jaksa agung. Untuk 
kedepannya akan lebih baik lagi, apabila sistem “komando” hanya ditujukan 
dalam membuat tuntutan dan dakwaan ini ditekankan dengan menggunakan 
konsep pendekatan perogresif. Khususnya dalam menerapkan pasal dalam 
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dakwaan dan tuntutan yang saat kini masih banyak cenderung dengan 
mengotak atik pasal yang telah tersedia, tanpa memperhatikan aspek sosial 
yang lain dalam masyarakat semakin berkembang.  
Mungkin dalam membuat dakwaan atau tuntutan penuntut umum dapat 
mengombinasikan selain dengan hukuman yang dijatuhkan dalam undang-
undang, juga dapat memasukkan hukuman seperti rehabilitasi sosial atau ganti 
rugi atas bentuk pertanggung jawaban terhadap korban, sehingga tidak melulu 
bentuk hukuman penjara semata. Konsep yang selama ini mendarah daging 
pada instansi kejaksaan, dengan struktur pimpinan memegang kendali 
terhadap pembuatan dakwaan dan tuntutan, kepada penuntut umum, sebaiknya 
hanya bertugas dalam hal prosedural pemeriksaan pra penyidikan oleh 
kepolisian dan pengawasan dalam kode etik saja. Dengan gaya kepemimpinan 
yang demikian diharapkan mampu menyelaraskan pandangan dalam 
penegakan hukum progresif antara pimpinan dan bawahan sehingga 
penegakan hukum substantif dapat tercipta dengan kemanfaatan umat manusia 
bersama dalam perkembangan masyarakat. Apabila hal ini telah terlaksana 
dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan, kejaksaan dengan pandangan 
progresif akan terwujud dari level pimpinan hingga penuntut umum yang 
melakukan persidangan. 
Pada konsep penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, 
sebaiknya dalam melakukan penangkapan, jangan sampai terdapat tersangka 
yang berhasil melarikan diri. Karena di tahap kepolisian ini, sebagai garda 
terdepan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika. Kepolisian 
sebenarnya memiliki wewenang penuh dalam melakukan penindakan, hal ini 
dapat bekerja sama dengan masyarakat atau merekrut masyarakat sebagai 
bantuan polisi, sehingga hal yang demikian polisi dapat memonitor setiap 
wilayah hukum nya dengan bantuan masyarakat sebagai mitra dalam 
penegakan hukum tindak pidana narkotika.  
Pada tahap penyidikan selain memeriksa fakta hukum yang ada, 
tentunya juga perlu memberikan pencerahan, sehingga tersangka tidak merasa 
tersudutkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian tujuan 
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pendekatan hukum progresif dapat terwujud melalui keadilan substantife 
untuk kepetingan tersangka, selain untuk mempertanggung jawabkan 
perbuatannya, tetapi juga menyadarkan melalui hukum, sebagaimana sifat dari 
hukum progresif yakni hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk 
hukum.  
Konsep yang terakhir, penulis beranggapan dalam mencetak para 
penegak hukum yang handal dan berkarakter progresif pada masa basis 
pendidikan seperti calon hakim, calon jaksa, Taruna Akademi Kepolisian dan 
Pendidikan khusus profesi advokat sebaiknya, masing-masing institusi 
memperkenalkan perkuliahan hukum progresif yang selama ini tidak ada pada 
mata kuliah S1 Ilmu hukum. Model pengenalan melalui pembelajaran secara 
teori dikelas wajib diadakan, setelah itu para calon penegak hukum ini 
sebaiknya diberi kesempatan untuk turun terjun langsung di masyarakat atau 
secara realitas sosial sehingga dapat mengamati dan memahami problem yang 
ada. Kemudian pada masa pembelajaran yang terakhir, perlu ada tugas akhir 
sebagaimana setelah mengamati realita sosial yang ada, untuk menganalisa 
dan menuangkan dalam bentuk tulisan, sehingga dapat memecahkan masalah 
yang ada dengan menggunakan perkembangan sosial berdasarkan pada 
keadilan substantif. 
Mengenai penulis beranggapan hanya pendidikan di Akademi 
Kepolisian saja sebaiknya diberikan pemahaman mata kuliah hukum progresif, 
tidak pada level sekolah calon bintara dan tamtama. Karena dengan standart 
lulusan tersebut, yang nota bene dipersiapkan menjadi calon pemimpin di 
masa mendatang, agar dapat mengajarkan pada anak buahnya kelak arti 
penting keadilan substantif pada hukum progresif dalam menjalankan 
tugasnya. Hal ini perlu dilakukan, karena institusi kepolisian memiliki sifat 
senioritas dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan junior selalu bertindak 





Gambaran penegakan hukum tindak pidana narkotika di bawah 
wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, termasuk memiliki 
kriminalitas tindak pidana narkotika yang cukup tinggi. Pada penegakan 
hukumnya yang dilakukan kepolisian saat melakukan penangkapan tindak 
pidana narkotika, masih banyak tersangka yang berhasil melarikan diri. Untuk 
penuntut umum dalam melakukan tugasnya telah sesuai sebagaimana tugas 
dan fungsinya dalam memberikan penuntutan di persidangan. Mengenai 
majelis hakim pada tahapan di persidangan dalam memberikan putusan 
berdasarkan tekstual yang terdapat pada Undang-undang.   
Para penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika 
khususnya perlu mengedepankan pendekatan hukum progresif. Penegak 
hukum dengan tipologi hukum  progresif dapat tercipta apabila pertama 
sebaiknya perlu adanya pembinaan masing-masing sumber daya manusia dari 
penegak hukum sendiri. Melalui rekrutmen calon hakim sebaiknya 
mensyaratkan dengan mempertimbangkan dari segi aspek kepribadian, tingkat 
keagamaan yang kuat, jenjang pendidikan sebaiknya diberlakukan minimal 
S2, dan kecerdasan intelektual (IQ) dengan standart yang telah ditentukan 
serta kecerdasan spiritual (SQ) yang ada.  
Selain itu perlu adanya pengenalan materi hukum progresif pada masa-
masa basis pendidikan seperti calon hakim, calon jaksa, Taruna Akademi 
Kepolisian, dan Pendidikan khusus profesi advokat di kelas. Belajar teori di 
kelas saja tidak cukup, maka perlu adanya turun di masyarakat atau melihat 
realita sosial yang terjadi, sehingga calon para penegak hukum diharapkan 
mampu menganalisa persoalan, dan menjawab permasalahan dengan 
menggunakan pendekatan progresif yang berkeadilan secara substantif 




Kepada para aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Hakim dalam melaksanakan tugasnya hendaknya selain mengikuti peraturan 
perundangan yang ada, juga menggunakan terobosan hukum progresif, 
sehingga diharapkan dapat mampu menekan tindak pidana narkotika yang 
terjadi, serta dapat memberikan kemanfaatan dan kefekjeraan teradap 
tersangka untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kepada pemerintah 
mengenai Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana 
terdapat didalamnya pasal karet, sebaiknya perlu ada pembaharuan untuk 
dapat terciptanya kepastian hukum, sehingga diharapkan penerapan hukum 
yang diberikan oleh majelis hakim terhadap tersangka sesuai dengan status 
kepemilikan narkotika seperti pengedar atau pengguna. Kepada masyarakat, 
sebaiknya untuk tidak segan atau takut apabila diwilayah lingkungan sekitar 
terdapat adanya peredaran narkotika, untuk melapor kepada pihak kepolisian. 
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